Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH

o

KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKAMARA,

bahwa untuk memenuhi maksud dari visi Arsitektur Perbankan
Indonesia (API) sampai Tahun 2010, agar PT. Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Tengah masuk ke dalam kelompok Bank Regional,
maka perlu diatur penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara
yang diatur dan dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten
Sukamara,

bahwa memenuhi sebagaimana maksud dalam huruf a, dipandang
perlu menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Rl Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3472);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Rl Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 2865);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di
propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4437);,

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 1996, dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 1998);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk
Hukum Bank Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang
Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

Menetapkan

Dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN SUKAMARA PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b
C.
d

Daerah adalah Kabupaten Sukamara;

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara;

Bupati adalah Bupati Sukamara;

. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS, adalah Rapat

Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Tengah.



